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ABSTRAK 
Sistem zonasi adalah inovasi dari Kementerian pendidikan sebagai upaya pemerataan kesempatan sekolah dengan 
mempertimbangkan keterjangkauan jarak tempuh siswa dari tempat tinggal ke sekolah. Kondisi topografi Kota Semarang 
yang beragam, khususnya pada pinggiran kotanya menjadi alasan perlu dilakukan kajian terkait daya layan dan 
keterjangkauan jarak dengan tujuan untuk mengetahui sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang tepat untuk Kota 
Semarang. Penelitian dilakukan di Pinggiran Kota Semarang dengan unit penelitian adalah SMP Negeri. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis daya layan, analisis 
jaringan, uji paired sample t-test dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas daya layan SMP 
Negeri mengalami peningkatan setelah zonasi. Terdapat perubahan rata-rata jangkauan jarak tempuh siswa yang diterima di 
SMP Negeri menjadi lebih pendek setelah diberlakukannya sistem zonasi dan sistem PPDB yang tepat untuk pemerataan 
adalah dengan menggunakan sistem zonasi.  
Kata Kunci = sistem zonasi, daya layan, keterjangkauan, PPDB, fasilitas pendidikan.  
ABSTRACT 
 The zoning system is an innovation from the Ministry of Education to promoting equal education opportunities, 
regarding the accessibility of student travel distance from residence to school. The various topographical conditions of the 
city of Semarang, especially on the suburbs of Semarang City are the reason why it is necessary to conduct a study related to 
serviceability and accessibility with the aim of knowing the “PPDB” (New Student Admissions) system for Semarang City. 
The research was conducted in the suburbs of Semarang city, and state junior high school as research units. The research 
method uses quantitative and qualitative approaches. The analysis techniques using serviceability analyst, network analyst, 
paired sample t-test and descriptive analyst. The results showed that the effectiveness of services in the state junior high 
schools has improved after zoning. There is a change in the average distance traveled by students who are accepted into 
state junior high school to be shorter after the implementation of the zoning system. The right PPDB system to achieve an 
equity is to use the zoning system  
Keywords = zoning system, serviceability, accessibility, PPDB, educational facilities. 
PENDAHULUAN 
Jumlah penduduk yang tinggi dan terus 
menerus bertambah tiap tahunnya membuat 
kebutuhan akan fasilitas pelayanan dasar juga 
meningkat khususnya pada Semarang bagian 
atas (BPS,2020) yang disebabkan fenomena 
urban sprawl sehingga menyebabkan 
kebutuhan akan fasilitas pelayanan dasar juga 
meningkat, Hal tersebut tercantum dalam 
dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 
2016-2020 yang menjelaskan bahwa perlu 
adanya peningkatan sarana dan prasarana 
pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs yang 
memadai dan terjangkau. Pendidikan yang 
bermutu dapat diwujudkan dengan 
memberikan hak dan kualitas pendidikan yang 
sama untuk semua jenis golongan untuk 
meningkatkan kesempatan setiap orang untuk 
belajar sehingga ketersediaan sekolah perlu 
diperhatikan 
(https://www.sdg2030indonesia.org, 2017).  
Ketersediaan sekolah dalam suatu 
daerah merupakan bentuk dari pelayanan 
kepada penduduk di dalamnya. Penyediaan 
fasilitas pelayanan yang baik membutuhkan 
adanya standart normatif yaitu melalui ambang 
batas (threshold) dan jangkauan (range) 
(Muta’ali, 2015). Ketersediaan suatu fasilitas 
perlu dipertimbangkan mengingat pada fungsi 
pusat fasilitas memiliki batas bawah dan batas 
atas yang digunakan untuk menunjukkan jarak 
minimal dan jarak maksimum yang dapat 
ditempuh untuk mampu menggunakan suatu 
pelayanan (Humer, 2020). Kebijakan dan 
strategi pemerataan pendidikan yang dapat 
digunakan untuk mengatasi masalah 
ketidakmerataan tersebut. Salah satunya 
dengan menerapkan sistem PPDB yang tepat. 
Sistem PPDB di Kota Semarang 
mengalami perubahan dari sistem rayonisasi 
menjadi sistem zonasi.  Sistem zonasi 
memiliki tujuan untuk mewujudkan 
pemerataan kualitas sekolah dan memberikan 
hak yang sama kepada calon peserta didik 
dengan memfokuskan jarak domisili peserta 
didik dengan sekolah (Setjen Kemendikbud, 
2018). Lokasi tempat tinggal peserta didik 
terhadap sekolah yang dijadikan sebagai 
variabel utama dalam penerapan sistem zonasi, 
menandakan bahwa ketersediaan dari fasilitas 
pendidikan berupa sekolah juga perlu 
dipertimbangkan. Adanya perubahan 
kebijakan PPDB yang terjadi secara berkala 
belum diketahui apakah memberi dampak 
yang besar terhadap daya layan dan 
keterjangkauan jarak tempuh peserta didik ke 
sekolah antara sistem rayonisasi dan zonasi 
dalam sistem PPDB di Kota Semarang.  
Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah 
mengetahui efektivitas daya layan SMP Negeri 
sebelum dan sesudah zonasi di pinggiran Kota 
Semarang, mengetahui perubahan rata-rata 
jangkauan jarak sekolah dan tempat tinggal 
siswa yang diterima antara sebelum dan 
sesudah zonasi di pinggiran Kota Semarang, 
dan mengetahui kebijakan sistem PPDB yang 




Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
pengumpulan instansional, observasi dan 
wawancara. Pengumpulan data instansional 
berupa data jumlah SD dan SMP Negeri,  
jumlah penduduk usia SMP, jumlah siswa 
SMP Negeri, data spasial batas administrasi 
Kota Semarang dan jaringan jalan. Observasi 
yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
lokasi koordinat dari masing-masing sekolah 
dengan menggunakan bantuan google earth. 
Kegiatan wawancara dilakukan pada 
perwakilan instansi Dinas Pendidikan, SMP 
Negeri, dan Walimurid dengan teknik 
penentuan sampel berupa purposive sampling. 
Teknik analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan analisis daya layan, 
network analyst (route dan service area) dan 
uji paired sample t-test. Analisis-analisis 
tersebut dilakukan dengan menggunakan 
acuan standar pelayanan berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No 22 Tahun 2016 (Tabel 1) 
untuk daya layan dan Peraturan Kementerian 
Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 
(Tabel 2) untuk jangkauan jarak layanannya. 
Teknik analisis jaringan atau sering disebut 
juga sebagai network analyst merupakan suatu 
analisis yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah terkait jaringan agar mampu 
menemukan rute, service area, ataupun 
fasilitas terdekat secara lebih efisien. Analisis 
tersebut merupakan salah satu cara yang 
digunakan untuk mengetahui aksesibilitas 
jarak dalam tujuan, waktu dan biaya serta 
kesempatan terdekat yang diketahui 
berdasarkan jarak dari suatu tempat ke tempat 
lain (Alzouby, 2019). 
 










 1 SD 6-24 28 
2 SLTP 3-33 32 
3 SLTA 3-36 36 
Sumber: Permendikbud No 22 Tahun 2016 
 




Sumber: Permendiknas No 24 Tahun 2007 
 
Perhitungan fungsi pelayanan dilakukan 
untuk mengetahui keefektivitasan peran suatu 
fungsi pelayanan untuk mendukung kegiatan 
penduduk.  Daya layan fasilitas dapat 
diketahui melalui rumus berikut, 
EDLi=SPMi/DLi     dimana    DLi=JP/JF 
Sumber: Muta’ali, 2015 
Keterangan  
EDLi  = Efektivitas daya layan fasilitas 
DLi     = Daya layan fasilitas 
JF        = Jumlah fasilitas 
JP     = Pembanding jumlah penduduk 
SPMi  = Standar Pelayanan Minimal 
Maka dapat diinterpretasikan bahwa apabila 
 EDLi >1 artinya pelayanan fasilitas 
efektif  
 EDLi <1 artinya pelayanan fasilits tidak 
efektif 
PEMBAHASAN 
1. Daya Layan Fasilitas Pendidikan 
SMP Negeri  
Jumlah SMP Negeri di Pinggiran Kota 
Semarang mengalami peningkatan jumlah dari 




semula 13 sekolah menjadi 14 sekolah. 
Tambahan SMP Negeri berada di Kecamatan 
Mijen, yaitu SMP Negeri 44. Keefektivitasan 
daya layan, khususnya pada SMP Negeri dapat 
diketahui dengan mengetahui kesesuaian 
antara ketersediaan sarana prasarana dan 
jumlah siswa yang ada. 
Tabel 3. Efektivitas Daya Layan 
Fasilitas Pendidikan di Pinggiran Kota 
Semarang  Tahun 2017 dan 2020 
 
Sumber: Hasil Olah Data, 2021 
 
Banyak sedikit jumlah peserta didik 
yang ditampung dipengaruhi oleh kondisi 
masing-masing sekolah, seperti daya tampung 
yang berlaku. Jumlah peserta didik dari tahun 
2017 dan 2020 memiliki penurunan sebanyak 
5% yaitu sebesar 559 siswa. Penurunan jumlah 
tersebut tentunya mempengaruhi daya layan 
SMP Negeri. Daya layan SMP Negeri tahun 
2020 cenderung mengalami peningkatan dari 
tahun 2017 sehingga menjadi lebih efektif. 
Pada beberapa sekolah mengalami 
penurunan jumlah peserta didik yang 
disebabkan adanya perubahan aturan yang 
berlaku. Peraturan yang digunakan saat ini 
mengacu pada permendikbud  22 tahun 2016 
yang menetapkan kapasitas maksimal tiap 
kelas adalah sebesar 32 peserta didik, 
sedangkan pada peraturan yang digunakan 
sebelumnya ialah permendikbud 23 tahun 
2013 yang mana memiliki jumlah kapasitas 
per kelas yang lebih besar yaitu 36 peserta 
didik sehingga tidak memungkiri bahwa 
terjadi penurunan jumlah peserta didik pada 
tahun 2020. 
Aturan yang ditetapkan dalam 
Permendikbud 22 Tahun 2016 jumlah 
rombongan belajar minimal 3 dan maksimal 
33, dimana setiap kelas memiliki kapasitas 
maksimal 32 siswa. Berdasarkan tabel 3 antara 
jumlah ketersediaan kelas, rombongan belajar, 
dan jumlah peserta didik pada beberapa 
sekolah belum menunjukkan kesesuaian. 
Terdapat 3 SMP Negeri yang belum 
menunjukkan daya layan yang efektif, seperti 
pada SMP N 12, SMP N 22, dan SMP N 35, 
walaupun terjadi peningkatan daya layan pada 
tahun 2020 dibandingkan tahun 2017 ketiga 
SMP tersebut masih belum cukup efektif 
terhadap pelayanan yang diberikan kepada 
peserta didiknya jika mengacu pada 
Permendikbud 22 Tahun 2016. 
SMP N 12 memiliki jumlah kelas 
sebanyak 24 dengan jumlah peserta didik 774 
yang seharusnya jumlah maksimal peserta 
didik yang dapat ditampung adalah 768 siswa 
sehingga menyebabkan daya layan pada SMP 
N 12 belum cukup efektif. Sementara itu, pada 
SMP N 22 dan SMP N 35 jumlah rombongan 
belajar yang diatur lebih banyak dari jumlah 
kelas yang disediakan sehingga menyebabkan 
jumlah siswa yang ditampung setiap kelasnya 
lebih dari 32 siswa dan pelayanan yang 
diberikan menjadi kurang efektif. 
Ketersediaan sekolah secara tidak 
langsung memiliki pengaruh pada jangkauan 
spasial fasilitas pendidikan yang ada. Apabila 
dilihat dari jangkauan spasial berdasarkan 
Permendiknas No 24 tahun 2007 menyebutkan 
bahwa jangkauan spasial SMP adalah 
maksimal sebesar 6 km. Jarak tersebut 
merupakan jarak optimal yang dapat ditempuh 
oleh siswa untuk mencapai fasilitas pendidikan 
tingkat SMP. Hasil jangkauan spasial SMP 
Negeri di pinggiran Kota Semarang terlihat 
seperti pada gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Jangkauan SMP Negeri 
Berdasarkan Permendiknas 24 Tahun 2007 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
Jangkauan pelayanan fasilitas 
pendidikan SMP Negeri di pinggiran Kota 
Semarang tidak hanya memberikan pelayanan 
hanya pada kecamatan dimana sekolah 
tersebut berdiri. Perubahan jangkauan SMP 
Negeri di Pinggiran Kota Semarang tahun 
2017 dan 2020 mengalami penambahan luas 
sebesar 3.225,99 Ha. Perubahan pada 
jangkauan pelayanan terdapat pada sisi bagian 
barat Kecamatan Mijen yang disebabkan 
adanya penambahan jumlah SMP Negeri yang 
terletak di Kelurahan Wonoplumbon 
Kecamatan Mijen. Adanya perubahan tersebut 
nyatanya belum mampu untuk menjangkau 
seluruh fasilitas pelayanan pendidikan di 
bawahnya (SD) dan seluruh wilayah di 
pinggiran Kota Semarang dengan asumsi 
jangkauan jarak tempuh maksimal sejauh 6km. 
Permendiknas 24 Tahun 2007 
merupakan salah satu instrumen yang menjadi 
acuan dalam penentuan standar pelayanan 
pendidikan di Indonesia, tetapi kondisi yang 
berbeda-beda di masing-masing wilayah baik 
itu dari topografi, demografi, maupun 
kebijakan membuat implementasi fasilitas 
pelayanan juga berbeda. Adanya Sistem 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
menjadi salah satu faktor bagaimana 
menentukan pelayanan suatu fasilitas 
pendidikan agar dapat optimal dan 
menjangkau seluruh calon peserta didiknya. 
Jangkauan layanan PPDB sebelum 
tahun 2018 menerapkan sistem rayonisasi. 
Sistem tersebut membagi jangkauan layanan 
menjadi tiga klasifikasi yaitu “dalam rayon”, 
“luar rayon”, dan “luar kota” dengan 
menggunakan kecamatan-kecamatan yang 
berada di sekitar masing-masing SMP Negeri 
seperti pada gambar 2. Setelah tahun 2018 
sistem PPDB yang digunakan ialah 
menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi 
mengklasifikasikan daerah menjadi 2 yaitu 
“dalam zona” (zona 1 dan zona 2) serta “luar 
zona” dengan menggunakan batas-batas 
kelurahan yang berada di sekitar SMP Negeri 
tertentu seperti pada gambar 3.  
 
Gambar 2. Visualisasi daerah layan sistem 
rayonisasi 
Sumber: Keputusan Walikota Semarang No 
420/419 Tahun 2017 dan Hasil olah data, 2021 
 
 
Gambar 3. Visualisasi daerah layan sistem 
zonasi 
Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 
Tahun 2020 dan hasil olah data, 2021 
 
Perubahan skala daerah layan tersebut 
disebabkan sebagai bentuk penyesuaian dari 
sistem rayonisasi menjadi zonasi mengingat 
sistem zonasi menekankan pada kedekatan 
jarak tempat tinggal dengan sekolah sehingga 
dalam proses seleksi yang dilakukan akan 
lebih mudah untuk mengidentifikasi daerah 
asal atau tempat tinggal siswa jika 
menggunakan batas kelurahan. 
Jumlah kelurahan yang dijadikan 
sebagai daerah layan dari masing-masing SMP 
Negeri sebagai daerah layan dari masing-
masing SMP tidak sama. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh jumlah lulusan SD 
sebagaimana memiliki peran sebagai threshold 
Fasilitas SMP. Semakin banyak lulusan SD 
dalam suatu daerah maka semakin sempit 
lingkup dari daerah layanan SMP Negeri di 
daerah tersebut dan sebaliknya.  
Pembagian daerah layan pada sistem 
rayonisasi ke sistem zonasi cenderung 
mengalami pengecilan daerah layan, tetapi 
pembagian daerah layan pada sistem zonasi 
cenderung lebih efektif dibandingkan dengan 
daerah layan pada sistem rayonisasi. Selain 
dengan melihat pembagian daerah yang lebih 
rinci melalui pertimbangan jumlah lulusan SD 
di masing-masing daerah, pembagian daerah 
layan pada sistem zonasi lebih mendekati 
dengan jangkauan jarak berdasarkan 
Permendiknas 24 Tahun 2007 maksimal 
sejauh 6km. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
bahwa daya layan setelah diberlakukan zonasi 
lebih efektif baik dari kondisi daya tampung 
maupun dari kesesuaian daerah layan dengan 
jarak optimal yang ditetapkan oleh 
Permendiknas 24 Tahun. 
2. Jangkauan Jarak Tempat Tinggal Siswa 
yang Diterima 
Pola sebaran domisili siswa dibuat 
untuk mengetahui sebaran tempat tinggal 
siswa dan dapat mengidentifikasi dari 
jangkauan jarak tempuh siswa menuju ke 
sekolah. Pola sebaran siswa yang diterima 
dengan menggunakan sistem zonasi ataupun 
sistem rayonisasi memiliki sebaran yang 
berbeda seperti pada contoh gambar 4. 
Sebaran tempat tinggal siswa yang diterima 
pada PPDB tahun 2017 dengan sistem 
rayonisasi yang digambarkan dengan titik biru 
memiliki pola yang menyebar acak tidak 
hanya pada kecamatan dimana sekolah 
tersebut berdiri, tetapi juga pada kecamatan 
lain bahkan hingga lintas kabupaten. 
Sementara itu, sebaran daerah tempat tinggal 
siswa yang diterima di SMP Negeri setelah 
pelaksanaan sistem zonasi memiliki sebaran 
yang cenderung mengelompok yang 
disimbolkan dengan titik merah. 
SMP Negeri yang berada di perbatasan 
dengan kabupaten lain memiliki perbedaan 
pola sebaran domisili tempat tinggal siswa 
yang sangat berbeda antara tahun 2017 dan 
2020 seperti pada SMP Negeri 42 (Gambar 4), 
sedangkan pada SMP Negeri 17 (Gambar 5) 
yang terletak di dekat pusat kota tidak terlalu 
memiliki banyak perbedaan. Hal tersebut 
karena SMP yang berada di perbatasan pada 
PPDB dengan sistem rayonisasi cukup banyak 
menerima siswa yang berasal dari luar kota. 
Sedangkan, adanya sistem zonasi terdapat 
pembatasan yang lebih ketat terhadap siswa 
yang berasal dari luar kota. 
 
Gambar 4. Sebaran Domisili Siswa yang 
Diterima di SMPN 42 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
 
Gambar 5. Sebaran Domisili Siswa yang 
Diterima di SMPN 17 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
Adanya penerapan sistem zonasi siswa 
yang diterima cenderung berasal dari daerah 
tempat tinggal yang sama atau berasal dari 
daerah kelurahan sekitar SMP Negeri dimana 
siswa tersebut diterima. Selain itu juga tidak 
terlihat adanya siswa yang berdomisili dari 
luar Kota Semarang sehingga adanya sistem 
zonasi menyebabkan kemampuan fasilitas 
pendidikan di pinggiran Kota Semarang 
mampu memberikan layanan yang lebih 
optimal bagi penduduk didaerahnya. 
Tabel 4. Rata-rata jarak tempuh siswa ke 
sekolah sebelum dan sesudah zonasi 
 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
Adapun rata-rata jarak tempuh siswa 
dari domisilinya ke sekolah juga mengalami 
perubahan. Rata-rata jarak tempuh siswa ke 
sekolah tahun 2017 dan 2020 apabila 
dibandingkan, semua SMP Negeri tersebut 
menunjukkan adanya penurunan jarak (Tabel 
4). Penurunan jarak pada masing-masing SMP 
Negeri memiliki nilai yang berbeda-beda. 
Nilai selisih rata-rata jarak tertinggi berada di 
SMP Negeri 35 dan SMP Negeri 42 dengan 
jarak masing-masing 2,71km dan 2,47km. 
Selisih rata-rata jarak tempuh terkecil berada 
pada SMP Negeri 22 yaitu 95,24m. 
Secara hipotesis untuk mengetahui 
perbedaan diantara keduanya dilakukan uji 
paired sample t-test. Data yang digunakan 
adalah data siswa yang bersekolah di 13 SMP 
Negeri di pinggiran Kota Semarang yang telah 
di rata-rata sebelumnya untuk dilakukan 
perbandingan terhadap jaraknya sebelum dan 
sesudah zonasi.  
Tabel 5. Uji Normalitas 
 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
Uji normalitas (tabel 5) yang digunakan 
ialah menggunakan kolmogorov smirnov. 
Nilai signifikansi 2-tailed pada hasil uji 
normalitas jangkauan jarak tempat tinggal 
siswa ke sekolah pada tahun 2017 dan 2020 
berturut-turut adalah 0,075 dan 0,2. Kedua 
nilai signifikan yang ditunjukkan tersebut 
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui 
bahwa data yang diuji berdistribusi normal. 
Nilai rata-rata jangkauan jarak siswa 
dengan sekolah pada 13 SMP Negeri yang 
berada di pinggiran Kota Semarang pada tahun 
2017 adalah sebesar 4,38 km dan pada tahun 
2020 adala 3,11 km. Pada tabel paired 
samples t-test mean jarak jangkauan antara 
sebelum dan sesudah zonasi memiliki selisih 
yang bernilai positif yaitu sebesar 1,266 km 
yang menandakan bahwa rata-rata jarak 
tempuh siswa sebelum sistem zonasi lebih jauh 
dibandingkan dengan setelah zonasi. 
Tabel 6. Paired Samples Test 
 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
 Nilai signifikansi pada tabel paired 
sample test (tabel 6) adalah 0,00. Apabila 
dibandingkan dengan nilai α, yaitu sebesar 
0,05 maka nilai signifikansi tersebut lebih 
kecil dari nilai α. Oleh karena itu, berdasarkan 
hasil uji statistik tersebut mengartikan bahwa 
Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 
disimpulkan terdapat perbedaan signifikan 
pada  rata-rata jarak tempuh siswa ke sekolah 
tahun 2017 dengan kelompok data rata-rata 
jarak tempuh siswa ke sekolah tahun 2020.  
Perbedaan pada rata-rata jarak tempuh 
siswa ke sekolah tersebut juga sama dengan 
hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Purwanti, dkk  (2019) dan Prasetyo 
(2018). Hasil kedua penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi 
dalam PPDB di Kota Bandung dan DIY 
terbukti memiliki dampak terhadap rata-rata 
jarak tempuh siswa ke sekolah yang menjadi 
lebih dekat. 
Faktor yang menyebabkan perubahan 
baik pada sebaran domisili siswa ataupun jarak 
tempuh siswa yang diterima adalah perbedaan 
daerah layan, perbedaan persentase kuota daya 
tampung, dan penilaian  yang digunakan pada 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
tingkat SMP Negeri. Faktor pertama, daerah 
layan. Sebelum zonasi daerah layanan yang 
digunakan adalah menggunakan batas 
kecamatan dimana setiap sekolah setidaknya 
memiliki daerah layannya yang terdiri dari 4-6 
kecamatan. Setelah adanya sistem zonasi 
daerah layan dari masing-masing sekolah 
menjadi batas kelurahan dengan setiap SMP 
memiliki daerah layan kurang lebih sekitar 15-
20 kelurahan. 
Faktor kedua, persentase kuota daya 
tampung. Pada sistem rayonisasi kuota daya 
tampung yang diberikan masing-masing untuk 
pembagian “dalam rayon”, “luar rayon”, dan 
“luar kota” adalah minimal 60%, maksimal 
35% dan maksimal 5%, dimana daerah yang 
termasuk “luar rayon” adalah kecamatan di 
luar “dalam rayon” dan kecamatan di luar 
Kota Semarang yang berbatasan langsung 
dengan SMP Negeri terkait. Kemudian, pada 
sistem zonasi kuota daya tampung yang 
diberikan adalah minimal 50% untuk kawasan 
“zona 1” dan “zona 2”, serta maksimal 5% 
untuk “luar zona”. 
Faktor ketiga, sistem penilaian. Sebelum 
adanya sistem zonasi yang lebih menekankan 
pada tinggi nilai rata-rata siswa. Sementara itu, 
setelah diberlakukannya sistem zonasi 
cenderung pada penilaian daerah tempat 
tinggal siswa. Siswa yang berasal dari “zona 
1” akan diberikan poin yang lebih tinggi 
dibanding yang berasal dari “zona 2”. Sistem 
penilaian tersebut lebih memudahkan bagi 
siswa yang berada di dalam daerah layan 
utama seperti zona 1 untuk diterima sehingga 
setelah diberlakukannya sistem zonasi siswa 
yang diterima cenderung berada di daerah 
sekitar sekolah. 
3. Arahan Rekomendasi Kebijakan PPDB 
Arahan rekomendasi kebijakan yang 
digunakan, dibuat berdasarkan hasil olah data 
yang telah dilakukan dengan melihat 
perubahan daya layan dan keterjangkauan 
pada sebelum dan sesudah penerapan sistem 
zonasi serta wujud dampak antara sebelum dan 
sesudah zonasi di pinggiran Kota Semarang 
khususnya pada keterjangkauannya. 
Berdasarkan hasil olah data tersebut dilakukan 
analisis dan wawancara kepada beberapa 
narasumber seperti dari dinas pendidikan, 
SMP Negeri, dan wali murid untuk 
mengetahui dasar penerapan kebijakan dan 
dampak nyata yang dirasakan. 
Penerapan dari sistem zonasi dan 
rayonisasi memiliki konsep yang hampir 
serupa di Kota Semarang dengan membagi 
mengklasifikasikan beberapa daerah menjadi 
beberapa zona dan memiliki tujuan yang 
hampir serupa untuk pemerataan akses. 
Pembeda antara dua sistem tersebut terletak 
pada metode yang digunakan dalam sistem 
zonasi adalah dengan memfokuskan pada 
pendekatan jarak tempuh. Bentuk penyesuaian 
dari sistem rayonisasi ke zonasi di Kota 
Semarang adalah dengan mendetailkan daerah 
layan dan pemberian poin tambahan terhadap 
peserta didik yang tempat tinggalnya berada 
dalam zona. 
Sistem zonasi yang digunakan di Kota 
Semarang tidak menggunakan persaingan 
jarak antar siswa. Pertimbangan untuk tidak 
menggunakan persaingan pada jarak adalah 
karena kondisi topografi di Kota Semarang, 
khususnya di daerah pinggiran Kota Semarang 
yang lebih curam dan lokasi sekolah yang 
tidak tersebar merata sehingga dikhawatirkan 
terdapat beberapa daerah yang tidak dapat 
dilayani. Penerapan sistem zonasi dengan 
berbasis wilayah tersebut diharapkan mampu 
untuk mencegah adanya calon peserta didik di 
daerah tertentu yang tidak mendapatkan 
kesempatan bersekolah di SMP Negeri. 
 “Kita nggak pernah pakai sistem 
zonasi dekat-dekatan itu nggak pernah. 
Kalau gitu ya nanti ada yang nggak dapet 
sekolah karena wilayahnya Semarang beda 
berbukit-bukit, nggak kayak daerah lain. 
Jadi walau disebutnya zonasi, kita juga 
tetep zonasinya zonasi wilayah bukan 
jarak” (Panitia PPDB Dinas Pendidikan 
Kota Semarang, wawancara, 2021) 
Hasil dari bentuk penyesuaian dari 
sistem rayonisasi menjadi sistem zonasi di 
Kota Semarang terlihat pada tabel 7 yang 
menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 
signifikan pada rata-rata jarak tempuh siswa ke 
sekolah. Sebaran domisili siswa sebelum 
zonasi terlihat menyebar acak dan setelah 
penerapan zonasi memiliki pola sebaran yang 
lebih mengelompok di sekitar SMP Negeri. 
Berdasarkan sebaran asal domisili siswa 
tersebut dapat diketahui rata-rata jangkauan 
jaraknya, dimana terjadi penurunan rata-rata 
jangkauan jarak setelah diberlakukannya 
sistem zonasi. 
Tabel 7. Dampak Perubahan Sistem 
Penerimaan Peserta Didik Baru  
 
 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
Dampak  lain dari beberapa pihak pun 
dapat dirasakan, seperti bagi pemerintah 
tentunya dapat lebih mengoptimalkan fungsi 
fasilitas pendidikan bagi calon peserta didik 
karena anak-anak yang berada di pinggiran 
kota juga memiliki peluang besar untuk dapat 
bersekolah di SMP Negeri. Bagi sekolah di 
daerah pinggiran  Kota Semarang yang pada 
dasarnya bukanlah sekolah favorit seperti 
sekolah di pusat kota merasakan dampak 
bahwa dengan adanya sistem zonasi SMP 
Negeri menjadi lebih setara dengan sekolah di 
pusat kota.  
Bagi wali murid perubahan sistem 
PPDB menyebabkan lebih mudah bagi 
anaknya untuk mendapatkan sekolah yang 
berada dilingkungannya, sehingga dapat 
menghemat waktu dan biaya transportasi. 
Namun, adanya sistem zonasi tidak dapat 
menghilangkan kebiasaan masyarakat secara 
langsung untuk melabeli sekolah favorit dan 
tidak, walaupun pilihan SMP Negeri telah 
dipersempit pada zona tertentu karena tetap 
ada prioritas dalam setiap pilihan yang dibuat 
oleh wali murid atau peserta didik.  
“SMP-SMP favorit yang berada di pusat 
kota itu sudah tidak menonjol lagi sejak 
zonasi. Tingkat favoritnya dibawa ke 
perwilayahnya karena sekarang hanya 
bisa sekolah di zona masing-masing. Jadi 
sekarang lebih setara dan merata. Tiap 
kelurahan kan punya diberi 3-4 pilihan 
SMP, nah itu pasti diantara 4 SMP itu ada 
yang dianggap lebih baik dibanding yang 
lain...” (Wakil Kepala Sekolah bagian 
Akademik SMP Negeri 42, wawancara, 
2021)  
“... Walau tujuan dari zonasi buat 
menghapus pandangan sekolah favorit tapi 
karena kan masih tahun pertama, jadi 
stigma sekolah favoritnya masih ada lah...” 
(Wali murid SMP Negeri 21, wawancara, 
2021)  
Berdasarkan uraian (gambar 6.) 
tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan 
sistem zonasi untuk pelaksanaan PPDB di 
Kota Semarang dinilai lebih baik 
dibandingkan dengan sistem rayonisasi, 
walaupun memiliki konsep yang hampir 
serupa. Adanya bentuk penyesuaian dari 
pembagian wilayah pada daerah layan yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
keterjangkauan antara sekolah dan tempat 
tinggal calon peserta didik dinilai sangat 
efektif karena pembagian daerah layan 
yang lebih detail dengan 
mempertimbangkan banyak jumlah lulusan 
SD di daerahnya. 
Gambar 6. Diagram hasil penelitian 
Sumber: Hasil olah data, 2021 
 
KESIMPULAN 
1. Efektivitas daya layan SMP Negeri di 
Pinggiran Kota Semarang menjadi lebih 
efektif setelah diberlakukan zonasi dengan 
melihat nilai hitung daya layan pada tahun 
2017 rata-rata sebesar 0,9 meningkat menjadi 
1,01 pada tahun 2020 serta jangkauan daerah 
layan pada pembagian daerah zonasi yang 
lebih detail dan lebih mendekati dengan jarak 
optimal fasilitas pendidikan tingkat SMP 
menurut Permendiknas 24 Tahun 2007 
dibandingkan daerah layan yang diterapkan 
pada saat pemberlakuan sistem rayonisasi. 
2. Rata-rata jangkauan jarak tempuh siswa 
yang diterima di SMP Negeri pinggiran Kota 
Semarang dari daerah tempat tinggalnya ke 
sekolahnya mengalami perubahan menjadi 
lebih pendek setelah zonasi yaitu sejauh 3,119 
km dari semula  4,384 km. 
3. Penggunaan sistem PPDB yang tepat untuk 
diterapkan di Kota Semarang adalah 
menggunakan sistem zonasi karena memiliki 
daya layan yang lebih efektif di tiap SMP 
Negeri Pinggiran Kota Semarang, memiliki 
jangkauan daerah layan yang lebih detail, dan 
memberikan dampak yang positif salah 
satunya pada tujuan pemerataan sekolah dan 
mewujudkan hak yang sama pada tiap peserta 
didik yang dilihat dari adanya perubahan rata-
rata jangkauan dari daerah tempat tinggal ke 




Butuh adanya penyesuaian antara 
jumlah ruang kelas dan jumlah siswa. 
Penambahan jumlah ruang kelas pada 
beberapa SMP Negeri atau pengurangan 
jumlah rombongan belajar yang dibuka dan 
jumlah siswa agar mampu untuk 
menyesuaikan ketersediaan ruang kelas agar 
dapat mengoptimalkan fungsi pelayanan 
pendidikan. Perlu juga adanya pertimbangan 
maksimal jarak dalam penentuan daerah layan 
mengingat pada daerah pinggiran kota 
memiliki topografi yang berbukit dan sebaran 
SMP Negerinya tidak merata. 
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